
 
 
 

 
 

102 

DAFTAR PUSTAKA  

Buku-Buku 

Aca Sugandhy, 2016, Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenadamedia 
group, Jakarta. 

 
Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Tehadap 

Hukum, Prenadamedia Group. 
 
Adrian Sutendi, 2015, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 

Sinar Grafika, Jakarta. 
 
A.W Widjaja, 1999, Etika Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta. 
 
Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Media 

Pressindo, Yogyakarta. 
 
Faried Ali, A.Syamsu Alam, 2011, Studi Kebijakan Pemerintah, PT. Refika 

Aditama, Bandung 
 
Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, 

PT Rafika Aditama, Jakarta 
 
Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang 

Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung 
 

Iswandir, 2012, Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi, 
Media, Jakarta 

 
Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan 

Artikel), Topoffset. Percetakan, Yogyakarta. 
 
Ismail Solihin, 2009, Corporate Social Responsibility: From Charity to 

Sustainability, Salemba Empat, Jakarta. 
 
Irham Fahmi,  2014, Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi. 

Alfabeta, Bandung. 
 
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang dalam 

Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung. 
 
Koesnadi Hardjasoemantri, 1989, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta. 
 

Leo Agustino, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung. 



 
 
 

 
 

103 

 
Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, Refika Aditama, 

Bandung. 
 
Mukti Fajar Nurdewata, 2010, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 
 
Mustofa, 2000, Kamus Lingkungan, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 
 
Maringan Masry Simbolon, 2004. Dasar-Dasar Administrasi dan 

Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta. 
 
Prayudi Atmosudirjo, 1983, Hukum Administrasi Negara, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 
 
Rahardjo Adisasmita, 2012, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. 

Graha Ilmu, Yogyakarta. 
 
Rangkuti dan Sundari, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan 

Lingkungan Nasional, University Press, Surabaya. 
 
Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara. UII Press, Yogyakarta. 
 
_________, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta. 
SF. Marbun, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi 

Negara,  FH UII Press, Yogyakarta. 
 
Soehino, 1984, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, 

Yogyakarta. 
 
Suyono Sosrodarsono dan Masateru Tominaga, 1994, Perbaikan dan 

Pegaturan Sungai,  Pradnya Paramita. 
 
Sondang P. Siagian, 2003, Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi 

dan strateginya,  Bumi Aksara. 
 
Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan. 

Grasindo, Jakarta. 
 
Sujamto, 1983, Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 
 
Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, Aspek Hukum Pengawasan 

Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, 
Jakarta. 

 



 
 
 

 
 

104 

T Nazaruddin, 2019, Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Aceh.  
Unimal Press, Aceh. 

 
Zulkifli Aspan, 2021, AMDAL Izin Lingkungan dan Penegakkan Hukum 

Lingkungan, Mega Cakrawala, Yogyakarta. 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan 
Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau 

 
Peraturan Menteri PUPR No.  20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian PUPR 
 
Keputusan Menteri PUPR Nomor 1559/KPTS/M/2020 tentang Penetapan 

Garis Sempadan Sungai Pada Ruas Sungai Tello Kota Makassar 
KM 0 – KM 21 Dan Ruas Sungai Tello Di Kabupaten Maros        
KM 22 – KM 24 Di Wilayah Sungai Jeneberang 

 
Peraturan Walikota Makassar No. 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Penataan Ruang 

 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 
 
Karya Tulis Ilmiah 
 
Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas 

Hasanuddin, Makassar 
 
Dicky Prayogo. 2022. Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Terhadap 

Kawasan Pemukiman Di Kecamatan Panakkukang Menurut 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Tesis. Universitas 
Hasanuddin. Makassar.  



 
 
 

 
 

105 

 
Emiro Restu. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di 

Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi 
Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong). Skripsi. 
Fakultas Hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 

 
Koontz dalam Rina Bahar. 2017. Implementasi Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Mendirikan Bangunan Perumahan Di Kota Depok. Tesis. 
Universitas Indonesia. Depok 

 
Jurnal 

Abdul Razak, Muhammad Akram dan Aminuddin Ilmar, 2013, 
Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi 
Dalam menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota 
Kendari, Amana Gappa, Makassar 

 
Abrar Saleng dan Zegovia Parera, 2021, Mekanisme Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan, CIVIL 
LAW REVIEW, Makassar 

 
A.M. Yunus Wahid . 1992, peralihan fungsi lahan pertanian menjadi bukan 

pertanian sebagai fenomena tata ruang. Makalah-lingkungan dan 
tata ruang, PPS UGM Yogyakarta 

 
Suparjo, Mustofa Niti. 2009. Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon 

Semarang.  Jurnal Saintek Perikanan. Volume. 4. Nomor 2. 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. 

 
Suprapti, Usman Arief, Siti Zahrok, Heru Purwadio, 2014, Strategi 

Pengendalian dan Pengawasan Sempadan Sungai, jsh Jurnal 
Sosial Humaniora, Vol 7 No.2, November 2014 

 
Gita Saputri, Antari Ayuning Arsi. 2019. Pemanfaatan Sungai Langkap 

sebagai Tempat Pembuangan Limbah Rumag Tangga di 
Kabupaten Purbalingga. Jurnal IJSED, Volume 1. Nomor 1. 
Universitas Negeri Semarang. 

 
Risha Oktavyana Djibran, 2020,  Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat 

Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai, NOVUM : JURNAL 
HUKUM Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020 

 
Zulkifli Aspan, 2022, Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara 

Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Amanna Gappa, 
Vol.30 No.2, 2022, Makassar 

 



 
 
 

 
 

106 

Wawancara 
 
Muhammad Akhtar (Penyidik BBWS Pompengan Jeneberang) 
 
Sam Khamalie (Tim Rekomtek BBWS Pompengan Jeneberang) 
 
Muhammad Faisal (Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

DPMPTSP Kota Makassar) 
 
Ibrahim (Pengelola Restoran Terapung Mandiri) 
 
Hamzia (Warga BTN Citra Tello Kota Makassar) 

 
Website 
 

https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kelurahan/  
 
https://www.gurugeografi.id/2017/09/faktor-perkebangan-kota 

diindonesia.html 
 
https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengerti

an-pengawasan 
 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin 
 

 
 

 

https://www.gurugeografi.id/2017/09/faktor-perkebangan-kota
https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan
https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan

